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REGULASI KREDIT MIKRO DALAM MENINGKATKAN PERAN PEREMPUAN
NELAYAN SEBAGAI PELAKU USAHA MIKRO DAN KECIL YANG
BERKELANJUTAN DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN

Oleh
Nur Sulistyo Budi Ambarini

Abstract

This study aims to identify and evaluate regulatory microcredit
provided to wormen fishers as micro and small businesses. This research is
deskrptif-qualitative approach using socio-legal research. Data collected
by the study documentation, participant observation, in-depth interviews
and a Focus Group Disscusion (FGD). Data analysis was qualitative.
Research results indicate that (1) women in coastal city of Bengkulu in
general are housewives and some fish traders. small shop, which works to
help her husband meet the needs of households, low education and do
not have entrepreneurial skills. {2) Loans PEMP funds thro ugh the initiation
period and a group on an individual basis during the period of
institutionalization in membership as a member of the Coastal Comm unity
Development Cooperative City of Bengkulu, (3) In general, not many
women who can access microcredit through PEMP program, even as the
not aware of the program was mainly due to socio-cultural, fraditional
and religious, especially patriakhi culture that still pufs women at a
domestic role, and yet optimal guidance to women in coasfal areas.

Keywords : Regulation, Microcredit, Women Fishermen

A. PENDAHULUAN wirausahaan, penguatan  ke-
Dalam rangka mem- lembagaan, penggalangan parti-
berdayakan ekonomi ne- sipasi masyarakat serta diversifiksi
layan, Pemerintah melalui usaha vyang berbasis pada
Departemen Kelautan dan sumberdaya lokal dan  ber-
Perikanan telah melaksana- kelanjutan.
kan Program Pemberdayaan secara umum sasaran
Ekonomi Masyarakat Pesisir Prorgram PEMP adalah
(PEMP) sejak tahun 2001, masyarakat pesisir baik laki-laki
Program PEMP  bertujuan mauvpun perempuan yang
meningkatkan kesejahteraan menetap di  daerah pantai,
masyarakat  pesisir melalu kepulauan dan pulau-pulau kecil,
pengembangan kulfur ke- yang memilki pekeraan atau
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perusaha sebagai nelayan,
petani ikan, pedagang ikan,
pengolah ikan, usaha jasa
perkanan, usaha jasa non
perkanan, usaha peman-
faatan sumber-daya laut non
lkan, perdagangan antar
pulau dan pariwisata bahari,

Sebagian besar masya-
rakat pesisir kota Bengkulu
adalah nelayan mumi dan
tfradisional yang menggan-
fungkan mata pencaharian
hanya pada hasi melaut,
Sementara perempuan
nelayan (istri) pada
umumnya hanya melakukan
pekerjaan rumah tangga
(domestik) dan hanya
sebagian kecil yang ikut serta
dalam kegiatan kenelayanan
unfuk  membantu  suami
dengan berdagang baik
untuk  memasarkan  hasil
fangkapan ikan yang
dipercleh suami, atau
mengambil/membeli dari TPI
maupun  berdagang/mem-
buka uscha rumah tangga
lainnya dalam skala kecil.
Hasil laut umumnya dijual
masih dalam keadaan segar
yang rentan  mengalami

kebusukan dan  hasiinya
hanya cukup untuk
keperluan sehari-sehari.

Belum banyak perempuan
nelayan vyang berusaha
untuk mengolah hasil laut
untuk  memberikan  nilai
tambah secara ekonomis.

Hal ini disebabkan selain karena
budaya masyarakat juga karena
keterbatasan modal, pengetahu-
an dan keterampilan.
Pelaksanaan Program PEMP
di Kota Bengkulu dimulai sejak

- tahun 2002, Penyaluran Kredit

usaha melalui Program PEMP
merupakan salah  safu  upaya
untuk meningkatkan kesejahtera-
an masyarakat di wilayah pesisir
dengan pengembangan modal
usaha, peningkatan keterampilan
kewirausahaan dan sebagainya.
Program inl merupakan kebijakan
pemerintah, yang ditujukan
kepada masyarakat pesisir baik
loki-laki  maupun  perempuan.
Namun demikion pada ke-
nyataannya masih banyak
perempuan yang berusaha
dalam bidang yang berkaitan
dengan kenelayanan atau
perkanan yang belum dapat
mengakses kredit program PEMP.
Oleh karena itu penelitian ini
mengkaji mengenai kondisi dan
karakteristik perempuan nelayan,
serta efekfivitas penyaluran kredit
mikro mitra mina melalui Program
PEMP bagi perempuan sebagai
pelaku usaha kecil/mikro di kota
Bengkulu.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini  merupakan
penelitian deskrptif-kualitatif, de-
ngan menggunakan metode
pendekatan socio-legal research.
Strategi penelitian adalah
pengakraban dir, pencarian data
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sekunder, pemilihan Ickasi,
dan penelitian eksploratif.
Lokasi peneliian di Kota
Bengkulu meliputi Kecamat-
an Ratu Agung (Kelurahan
Lempuing; Kecamatan Teluk
Segara (Kelurahan Malabero
dan Berkas); Kecamatan
Sungai Serut (kelurahan Pasar
Bengkulu dan  Kampung
Kelawi) dan Kecamatan
kampung Melayu (Kelurahan
kandang). Pengumpulan
data dilakukan dengan studi
dokumentasi, observasi,
wawancara mendalam dan
Focus Group Disscusion
(FGD). Analisis data adalah
kualitatif.

C.HASIL  PENELITIAN DAN
PEMBAHASAN
1. Perempuan Nelayan dan
Kredit Mikro
a. Perempuan Nelayan
Secara vyuridis dalam
Undang-Undang No. 31
Tahun 2004 tentang
Perikanan  terdapat dua
pengertian tentang nelayan.
Pasal 1 ayat (10) me-
nyebutkan bahwa nelayan
adalah orang yang mata
pencahariannya melakukan
penangkapan ikan. Selanjut-
nya pada ayat (11)
disebutkan pengertian ne-
layan kecil yaitu orang yang
mata pencaharionnya me-
lakukan penangkapan ikan
untuk memenuhi kebutuhan

hidup sehari-hari. Dalam penger-
tian tersebut dapat dikatakan
aktivitas nelayan dilakukan
dilingkungan peragiran oleh laki-
laki. Seperti disebutkan dalam
Ensiklopedi Indonesia  maupun
Statistik Perikanan Indenesia
dalam angka tahun 1995, bahwa
nelayan adalah orang, yang
secara aktif melakukan pekerjaan
dalam operasi penangkapan
ikan/bina-tang air lainnya, baik
secara langsung maupun tidak
langsung sebagai mata
pencaharian.! Hal tersebut secara
tradisional merupakan pekerjaan
laki-laki terutama bila dilakukan di
perdiran laut. Sebagaimana
diungkapkan Kusnadi?2 bahwa:
“secara tradisional terdapat sistem
pembagian kerja antara laki-laki
dan perempuan pada
masyarakat pesisir”,

Dalam konteks tulisan ini,
yang dimaksud perempuan
nelayan adalah perempuan yang
pada umumnya st nelayan
(terutama nelayan kecil) yang

teribat dalam pekerjaaan
kenelayanan. Kenelayanan me-
rupakan kegiatan ekonomi

produktif yang dimulai dari proses
penangkapan. penanganan dan
pengolahan  sebelum  sampai

'Eastrawidjaja; Mardijanto, Nelayan Nusantara,
Jakarta: Pusat Riset Pengolahan Produk dan Sosial Ekonomi
Kelzutan dan Perikanan-Badan Riset Kelautan dan
Perikanan, 2002, him.1

usnadi, Keborlayaan Nelayan dan Dinamika
Ekonami Pesisir, Jogyakarta: Herasama Penerbit Pusat
Peneliian Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil- Lembaga
Fenelian Univarsitas Jember dan Penertit Ar-RuzzMadia,
Cet.1, 2008, him. 102,
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padda konsumen akhir,
Kegiatan tersebut merupa-
kan akfivitas bidang per-
ikanan vyang dilaksanakan
dalam sistem  bisnis  per-
ikanan, sebagaimana dise-
butkan pada Pasal 1 ayat (1)
Undang-Undang No. 31
Tahun 2004, yang meliputi
kegiatan pra produksi,
produksi, pengolahan dan
pemasaran.

Perempuan nelayan
pada dasamya mempunyai
peranan penting dalam
kegiatan bisnis perikanan.
Sebagaimana konsep triple
rofes yang ditemukan oleh
Caroline Moser dalam
menganalis  beban  kerja
kaum perempuan di Dunia
Ketiga. Konsep tersebut
merujuk pada beban ganda
perempuan dalam kehidup-
an sehari-hari untuk
melakukan pekerjaan domes-
fik, produksi, dan pengelola-
an komunitas secara ber-
samaan.?  Dalam  konteks
peran produkdif, seperti
dikatakan Kusnadi, perempu-
an pesisir merupakan
‘penguasa ekonomi darat’.4
Kegiatan kaum perempuan
nelayan terdapat pada
ranah daratan untuk
menangani hasil tangkapan

¥ Dawayantl, Ratih dan Ema Ermawati Chatim,
Maminalizas! dan Cksplollasi Psrempuan Usaha
Mkro of Pedesaan Jawa, Bandung Yayasan
Akatiga, 2004, him. 25.

*+ Kusnadi, Op.Cif. him, 102-103.

- disepakati.é

nelayan. Mengacu pada Undang-
Undang NMNo. 31 Tahun 2004,
aktivitas perempuan nelayan lebih
terfokus pada proses pengolahan
dan pemasaran. Kegiatan ter-
sebut seperti pembuatan ikan
kering/asin, pemindangan, pe-
dagang perantara, menjual ikan
segar maupun produk olahan,
bak sebagai wusaha sendiri
ataupun bekerja untuk orang lain
(buruh).

b. Kredit Mikro

Kredit adalah penyerahan
barang. jasa, atau uvang dari satu
pihak [kreditur atau pemberi
pinjaman) atas dasar kepercayan
kepada pihak lain (debitur atau
penerima pinjaman atau peng-
hutang] dengan janji membayar
dari debitur kepada kreditur pada
tanggal yang telah disepakati
kedua pihaks Menurut Eric L.
Kohler, kredit adalah kemampuan
untuk melaksanakan suaty
pembelian atau me-ngadakan
suafu peminjaman dengan suatu
janiji pembayar-annya akan
dilakukan di-tangguhkan pada
suatu  jangka  waktu  yang
Secara yuridlis
pengertian kredit diatur dalam
Undang-Undang No. 10 Tahun
1998 tentang Perubahan Atas
Undang-undang No. 7 Tahun 1992
tentang Perbankan, Pasal 1 butir

® Bendi Linggau & Hamidah, Bisnis Kredif Mikro,
Jakarta: Penerbit Papas Sinar Sinanti, 2010, him.19.

B Hassanuddn Rahman, Kebijskan Kredit Perbankan
yang Berwawasan Lingkungan, Bandung: Penerbit PT Citra
Aditya Bakti, Cet.1, 2000, him. 19,
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(11) yaitu penyediaan vang
atau taghan yang dapat
dipersamakan dengan itu,
berdasarkan persetujuan
atau kesepakatan pinjam-
meminjam antara bank
dengan pihak Iain yang
mewgajibkan pihak peminjam
untuk  melunasi  utangnya
setelah jangka waktu tertentu
dengan pemberian bunga.
Pengertian kredit
fersebut mengandung unsur
adanya para pihak yang
memilki hubungan hukum
untuk saling memenuhi
kebutuhan akan barang atau
jasa. Dalam konteks kredit
mikro, erat kaitannya dengan
pelaku usaha mikro dan kecil
dalam upaya memenuhi
kebutuhan modal. Secara
umum  pengertian  kredit
mikro  dicetuskan  dalam
pertemuan The world Summit
on Microcredit di Washington
pada tanggal 2-4 Februari
1997 adalah Program/
kegiatan memberikan pin-
jaman yang jumiahnya kecil
kepada masyarakat miskin
untuk kegiatan usaha
meningkatkan pendapatan,
pemberian pinjaman untuk
mengurus diri sendii  dan
keluarganya.” Berdasarkan
Kesepakatan Bersama Men-

" Joko Sutrisno dan Sh Lestar HS, *Kajian
Uszha Mikro Indanesia’, Jumal Pengkajian Koparasi
Dan LKM Nomor 2 Tahun | = 2006, him. 158,

teri  Koordinator Kesejahteraan
Rakyat dan Gubemur Bank
Indonesia tentang Penanggulang-
an  Kemiskinan Melalui Pember-
dayaan dan Pengem-bangan
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
No. 11/KEP/MENKQ/KESRA/IV /2002
No.4/2KEP.GBI/ 2002, tanggal 22
April 2002, disebutkan bahwa
kredit usaha mikro adalah kredit
untuk usaha mikro dengan plafon
sampai Rp. 50 juta; kepada usaha
kecil dengan jumlah hingga Rp.
500 juta.

Pada bidang kelautan dan
perkanan sebagai upaya untuk
meningkatkan kesejahteraan
masyarakat  pesisir, dikeluarkan
Program Pemberdayaan Ekonomi
Masyarakat Pesisir (FEMP)
berdasarkan Keputusan Menter
Kelautan dan Perkanan No.
KEP.18/MEN/2004 tentang Pedo-
man Umum Pelaksanaan Program
Pemberdayaan Ekonomi Masya-
rakat Pesisir (PEMP). Selanjutnya
berdasarkan Jendral Kelautan,
Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil No.
SK.O7/KP3K/1/2006, yang diper-
baharui dengan Keputusan No.
SK. 10/KP3K/1/2007 tentang
Pedoman Umum Pelaksanaan
Prcgram Pemberdayaan Ekonomi
Masyarakat Pesisir (PEMP), secara
umum Program PEMP bertujuan:

"meningkatkan kesejahteraan
masyarakat pesisir melalui
pengembangan kultur ke-

wirausahaan, penguatan kelem-
bagaan, penggalangan partisi-
Pasi masyarakat dalam kegiatan
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pemberdayaan serta diversifi-
kasi usaha yang berkelanjut-
an dan berbasis sumberdaya
lokal”. Program ini ditujukan
kepada masyarakat pesisir
dengan kelompok sasaran,
antara lain: (1)Nelayan buruh
yang memiliki kemauan dan
keinginan untuk mengem-
bangkan usaha nelayan
skala kecil (motor tempel); (2)
perempuan nelayan dan
buruh  bakul; (3) pem-
budidaya ikan skala kecil dan
buruh tambak; (4) anak buah
kapal; [5) pengolah ikan
tradisional. pedagang ikan
skala usaha kecil setempat;
(6)pelaky ekonomi  skala
usaha kecil lainnya vyang
berusaha di daerah pesisir.
Program PEMP dilaksanakan
secara periodik yang dibagi
dalam tiga periode vyaitu
periode inisiasi (2001-2003),
periode institusionalisasi
(2004-2006), dan periode
diversifikasi (2007-2009).

2. Pelaksanaan Program
PEMP di Kota Bengkulu

Berdasarkan Peraturan
Daerah Kota Bengkulu No. 28
Tahun 2003 tentang Pem-
pentukan kelurahan dan
Kecamatan dalam Wilayah
Kota Bengkulu, wilayah ini
terbagi dalam delapan (8)
wilayah Kecamatan dan 67
kelurahan. Sebagian besar
wilayah ini berbatasan

dengan Samudera Indonesia
sehingga merupakan  wilayah
pesisir yang penduduknya bekerja
sebagai  nelayan. Selain  itu
wilayah laut dan pesisir kota
Bengkulu sangat potensial untuk
dikembangkan terutama potensi
perikanan laut maupun perikanan

budidaya serta pariwisata.

Pada umumnya nelayan di
wilayah ini merupakan nelayan
tradisional dengan peralatan
sederhana dan setiap har melaut
dalam waktu yang relatif singkat,
sehingga hasiinya hanya cukup
untuk memenuhi kebutuhan
sehari-hari, bahkan seringkali tidak
mencukupi karena juga
tergantung dari kodisi alam  (laut)
disekitarnya. Dengan demikian
meski potensi perikanan cukup
pbesar namun rata-rata  pen-
dapatan masyarakat masih relatif
sangat rendah. Hal ini disebalbkan
berbagai  keterbatasan  yang
dimiliki masyarakat nelayan baik
dari aspek pengetahuan,
pendidikan, keterampilan dan
madal.

Untuk mencukupi kebutuh-
an  keluarga, fidak jarang
melicatkan  peran perempuan
(ist)  nelayan yang bekerja
membantu suami dengan ber-
dagang baik sebagai pedagang
ikan di pasar atau keliling maupun
membuka usaha kecil-kecilan di
rumah seperti warung kelontong,
warung makan dan sebagainya.
Dalam berdagang ikan umumnya
adalah dalam bentuk ikan segar
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baik dari hasil melaut (suami)
atau  membeli dari TP
(Tempat Pelelangan Ikan)
maupun kolam/tambak budi-
daya. Belum banyak
masyarakat yang berusaha
dalam bidang pengolahan
hasil laut, kecuali beberapa
orang (perempuan) yang ter-
gabung dalom kelompok
yang memproduksi misalnya
lkan asin, abon ikan, terasi,
ikan/kepiting presto dan lain-
lgin, namun hal ini masih
dilakukan hanya berdasarkan
pesanan. Hal ini disebabkan
karena keterbatasan modal,
pengetahuan maupun ke-
terampilan dan pemasaran
(terbatas di kota Bengkulu)
Juga budaya masyarakat
(konsumen) yang lebih
menyukai mengkonsumsi ikan
segar daripada bentuk
olahan seperti pindang dan
sebagainya.

Sejak tahun 2002 telah
disosialisasi dan diimplemen-
tasikan Program PEMP
dengan membentuk LEPP-M3
(Lembaga Ekonomi Pengem-
bangan Pesisir Mikro Mitra
Mina) dan Kelompok Masya-
rakat Pemanfaat (KMP) di
Kota Bengkulu. Pada periode
inisiasi  (2001-2003) ini pada
tahun 2002 selain terbentuk
LEPP-M3 Bina Masyarakat
Pesisir Kota Bengkulu juga
telah terbentuk 11 (sebelas)
KMP berdasarkan kesamaan

lokasi permukiman dengan jumlah
anggota 140 (137 orang laki-laki

-dan 3 orang perempuan) di lokasi

11 kelurahan dalam tiga (3)
kecamatan vyaitu kecamatan
Selebar (Kampung Melayu), Teluk
segara dan Muara Bangkahulu.
Selanjutnya pada tahun 2003 KMP
yang ada dan terbentuk
kemudian tidak hanya atas dasar
kesamaan lokasi permukiman
tetapl juga atau dasar kesamaan
usaha atau dalam bentuk
gabungan tferdapat 17 KMP
dengan jumlah anggota 235
orang lakiHlaki dan 33 orang
perempuan. Dari 17 KMP terdapat
2 (dua)] KMP adalah kelompok
perempuan yaitu Kelompok Maju
Jaya Kirana (12 Orang) dan
Kelompok Elok Pukek (10 orang).
Program PEMP melalui LEPP-
M3 menyalurkan Dana Ekonomi
Produktif (DEP) dalam bentuk
pinjaman/kredit bergulir. Penyalur-

an kredit dilakukan dengan
mekanisme  melalui  kelompok
(KMP),  yang secara bergulir
disalurkan kepada anggota

berdasarkan kesepakatan ber-
sama anggota kelompok yang
didampingi secrang pendamping
dari DKP. Kelancaran penyaluran
kredit bergulir secara kelompok ini
menjadi tanggung jawab kelom-
pok terutama ketua kelompok
untuk memaotivasi anggota
(Peminjam pertamal) segerqa
mengembali-kan/membayar

angsuran  sesuai  waktu  yang
ditentukan, yang kemudian
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digulirkan kepada anggota
lain dan seterusnya. Pada
periode awal, mekanisme ini
tidak dapat berjalan dengan
bak, hal ini disebabkan
antara lain kondisi ekonomi
pemanfaat, masih banyak
pemanfaat yang berang-
gapan bahwa dana yang
diperoleh bukan merupakan
kredit bergulir tetapi hibah/
proyek pemerintah yang
fidak harus dikembalikan.
Selain itu belum adanya
pembinaan yang optimal
dari pendamping atau pihak
yang berwenang dalam
pelaksanaan Program PEMP.
Pada periode instifusi-
onalisasi  (2004-2006), LEPP-
M3 berubah status menjadi
badan hukum  Koperasi
berdasarkan Akta Pendirian
Koperasi No.  02/BH/DK-
PPEM/II/2004, pada tanggal
11 Pebruari 2004, Pada
periocde ini  tahun 2004
terdapat 5 (lima) KMP
dengan jumiah anggota 28
orang laki-laki yang
mempercleh pinjaman DEP
untuk pertama kalinya.
Dengan perubahan status
LEPP-M3 menjadi badan
hukum koperasi, maka
penyaluran kredit DEP pun
mengalami perubahan,
Mekanisme penyaluran
kredit diberikan secara
perorangan kepada anggo-
ta KMP yang menjadi

anggota koperasi/LEPP-M3  Bing
Masyarakat Pesisir Kota Bengkulu.
Ke-anggotaan koperasi dilakukan
sesuai dengan prosedur yang
ditentukan dalam AD/ART dan
Undang-undang No. 25 Tahun
1992 tentang Perkoperasian. Tidak
semua anggota KMP yang telah
menerima kredit DEP pada tahun
2002 dan 2003 secara otomatis
menjadi anggota koperasi, tetapi
melalui seleksi yang dilakukan
LEPP-M3 berdasarkan kredibilitas-
nya dalam proses penyaluran
terutama pengembadlion kredit
yang telah diterima pada periode
sebelumnya. Sebagai contoh
misalnya anggota kelompok Maju
Jaya Krana (12 orang) pada
tahun 2002, yang dapat menjadi
anggota koperasi dan mem-
peroleh kredit secara terus
menerus hingga tahun 2007 hanya
5 (lima) orang.

Sesuai dengan keanggoto-
an koperasi, anggota ber-
kewaijiban untuk menyetor
simpanan pokok, simpanan wajib
dan simpanan sukarela (sebagai
tabungan) dan berhak untuk
mempercleh pinjoman maupun
fasilitas lain yang disediakan
koperasi demikian sebaliknya
LEPP-M3 sebagai koperasi. Dalam
hal ini keanggotaan  LEPP-
M3/koperasi maupun pemberian
kredit DEP Program PEMP tidak
membedakan jenis kelamin laki-
laki atau perempuan (netral
gender). Namun pada kenyataan
penerima kredit secara umum
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adalah laki-laki yang
kemudian tergabung dalam
kelompok nelayan.

Berdasarkan hasil
penelition terdapat é (enam)
kelompok perempuan dan 3
(tiga) koperasi wanita
(Koperasi Sepakat; Seiyo
Sekato dan Citra Cempaka
Pesisir) yang melayani usaha
simpan pinjam di  lokasi
penelitian. Hanya 2 (duag)
kelompok vyaitu  Kelompok
Elok Pukek (10 orang dari 25
anggota) dan Kelompok
Maju Jaya Kirana (12 orang
tahun 2002 dan berkurang
menjadi 5 orang pada tahun
2007) yang dapat mengakses
kredit DEP Program PEMP dari
LEPP-M3/Koperasi, sedang-
kan kelompok lain maupun
koperasi belum dapat
mengakses bahkan sebagian
besar anggotanya tidak
mengetahui adanya kredit
DEP Program PEMP dari DKP
Kota Bengkulu. Ironisnya dua
kelompok vyaitu Kelompok
Bawal dan Kelompok Karya
Mandiri secara teknis
memperoleh pembinaan
dalam bidang pengolahan
hasil laut oleh DKP Propinsi
Bengkulu.

Ketidaktahuan masya-
rakat pesisir terutama kaum
perempuan terhadap ke-
beradaan Program PEMP
dan kredit DEP vyang
disalurkan karena sosialisasi

program pada umumnya
ditujukan kepada nelayan
(kelompok laki-laki) yang selalu
berada pada ranah publik.
Sementara  kaum perempuan
meskipun melakukan usaha
berdagang (di pasar atau di
rumah) masih dianggap tetap
berada dalam ranah domestik,
sehingga kurang mendapat
perhatian  untuk  memperoleh
informasi publik seperti program
PEMP atau program pemerintah
lainnya. selain itu dilihat dari
aspek sosial maupun ekonomi,
pemberian kredit kepada
perempuan yang berstatus istri
dari seorang nelayan yang telah
mempercleh kredit DEP Program
menjadi bahan pertimbangan
tersendiri.

Sesuai dengan  tujuannya,
pemberian kredit DEP Program
PEMP adalah untuk membantu
masyarakat pesisir dalam bentuk
pengembangan modal usaha
dan peningkatan kultur kewirg-
usahan. Pada pelaksanaannya,
pemanfaatan kredit DEP Program
PEMP oleh anggota KMP/Koperasi
(perempuan] tidak hanya untuk
modal berdagang membeli ikan,
tetapi  juga unfuk membeli
peralatan (jaring, perahu, dan
lgin-lain] untuk keperluan melaut
suami  termasuk rokok dan
kebutuhan hidup keluarga sehari-
hari, bahkan membeli peralatan
rumah fangga yang cenderung
konsumfif.
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Berdasarkan uraian
tersebut dapat dikatakan
bahwa pada  dasamya
kaum perempuan di wilayah
pesisir (perempuan nelayan)
Kota Bengkulu mempunyai
peranan yang sangat
pentfing dalam perekonomi-

an keluarga. Hal ini
berpotensi untuk menunjang
pembangunan ekonomi

untuk meningkatkan kesejah-
teraan masyarakat secara
umum di Kota Bengkulu.
Namun pada kenyataannya
peran perempuan  pesisir
terutama pelaku usaha
mikro/kecil  belum  dapat
dilakukan secara maksimal
karena beberapa hal antara
lain masih adanya
kesenjangan antara laki-laki
dan  perempuan dalam
mengakses informasi  dan
kredit Program PEMP dari
DKP. Hal ini dapat dilihat dari
sedikitnya jumlah perempuan
yang menerima kredit
dibandingkan dengan laki-
laki (kelompok nelayan).

Dari  segi manfaat,
kredit yang diperoleh
nelayan umumnya untuk

keperiuan melaut (membeli
barang modal seperti
perahu, jaring, bagan apung
atau keperluan operasional
melaut lainnya), tetapi kredit
yang diperoleh perempuan
tidak hanya untuk modal
berdagang/usaha lain, me-

. sertg kurangnya

lainkan untuk keperluan suami
melaut dan mencukupi kebutuh-
an seluruh  keluarga seperti
makan, sekolah anak-anak,
bahkan peralatan rumah tangga
dan lain-lain. Demikian pula dari
aspek sosial budaya, adat dan
agama, terutama budaya
patriakhi yang masih memandang
perempuan hanya layak ber-
peran pada ranah domestik.
Selain itu dengan penge-
tahuan, pendidikan dan ke-
terampilan yang relatif rendah
kesadaran
perempuan terhadap potensi dan
kemampuannya, belum adanya
pembinaan/pendampingan  se-
cara  optimal yang dapat
meningkatkan budaya kewira-
usahaan dalam dii perempuan
sebagai pelaku usaha mikro/kecil.
Meskipun secara kelembagaan
ada pendampingan dar LEPP-
M3/koperasitetapi sifatnya hanya
pendampingan secara adminis-
frasi terkait dengan pemberian
kredit, Demikian pula pembinaan
secara teknis seperti pelatihan
produksi  pengolahan  hasil-hasil
laut masih berorientasi proyek dan
belum adanya koordinasi dari
pihak-pihak yang terkait.

D. PENUTUP
1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian
yang dilakukan dapat disimpulkan
bahwa: Perempuan di wilayah
pesisir  Kota Bengkulu pada
umumnya adalah by rumah
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tangga dan sebagian
pedagang ikan, warung
berskala kecil, yang bekerjc
untuk  membantu  suami
memenuhi kebutuhan rumah
tangga, dengan fingkat pe-
ngetahuan, pendidikan relatif
rendah dan belum memiliki
keterampilan wirausaha. Da-
lam kehidupan sehari-hari
masih  sangat  dipengaruhi
oleh aspek sosial budaya,
adat dan agama, terutama
budaya patrakhi yang masih
menempatkan  perempuan
pada peran domestik.

Secara umum belum
banyak perempuan yang
dapat mengakses kredit
mikro melalui Program PEMP,
bahkan sebagai besar belum
mengetahui  adanya pro-
gram  tersebut.  Hal ini
disebabkan masih adanya
kesenjangan dalam sosialisasi
dan implementasinya ter-
hodap sasaran  program
PEMP antara perempuan dan
laki-laki, sehingga masih
sedikit perempuan (pelaku
usaha) yang dapat meng-
akses kredit PEMP. Selain itu
juga belum optimalnya
pendampingan dan pem-
binaan teknis terhadap
kelompok perempuan pesisir
dalam peningkatan keteram-
pilan dan pengembangan
usaha.

2. Saran

Berdasarkan temuan  di
lapangan, disarankan perlunya
pendampingan dan pembinaan
yang lebih intensif bak dalam
bidang administrasi, mandjemen
usaha maupun teknis keterampil-
an wirausaha terhadap kelompok-
kelompok perempuan yang ada;
dan adanya koordinasi dari pihak-
pihak terkait dalam pembinaan
dan pemberdayaan masyarakat
pesisi. Dengan pendampingan
dan pembinaan, akan terjadi
keberdanjutan usaha meski
program PEMP selesai. Selain itu
juga akan dapat meningkatkan
peran perempuan sebagai pelaku
usaha dalam mendukung ter-
wujudnya pembangunan ekono-
mi yang berwawasan lingkungan.
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